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Abstract: This research is motivated by the implementation of the principles of good governance within the 

Regional Secretariat of the City of Banjar which is currently running but not optimally. This is proven by the fact 

that there are still several inhibiting factors in the implementation of the principles of good governance including: 

there are still developments being carried out, discrepancies in the placement of State Civil Apparatus employees 

in their fields, not yet being fully transparent to the public, giving rise to the notion that the government is anti-

criticism, as well as employee adjustments which tends to be slow towards dynamic legal rules. The research 

method used was qualitative research, data collection techniques through observation and interviews with 

informants at the Regional Secretariat of the City of Banjar totaling 1 Regional Assistant, 5 Section Heads, and 

3 Staff. Based on the research conducted, it can be concluded that: The implementation of the principles of good 

governance include Accountability, Transparency, Openness, and the Rule of Law in practice will be realized if 

the Regional Secretariat of the City of Banjar can properly apply the basic principles of good governance. 

Keywords: good governance, application of principles 

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi tentang implementasi prinsip good governance di lingkungan Sekretariat 

Daerah Kota Banjar yang saat ini sudah berjalan namun belum secara optimal. Hal ini terbukti dengan masih 

ditemukan beberapa faktor penghambat dalam implementasi prinsip good governance diantaranya: masih adanya 

pengembangan – pengembangan yang dilakukan, Ketidaksesuaian penempatan pegawai Aparatur Sipil Negara di 

bidangnya, Belum sepenuhnya melakukan transparansi kepada masyarakat sehingga menimbulkan anggapan 

bahwa pemerintah anti kritik, serta penyesuaian pegawai yang cenderung lambat terhadap aturan hukum yang 

bersifat dinamis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui 

observasi serta melakukan wawancara dengan para informan di Sekretariat Daerah Kota Banjar berjumlah 1 orang 

Asisten Daerah, 7 orang Kepala Bagian, dan 3 orang Staff. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: Implementasi prinsip good governance diantaranya yaitu, Akuntabilitas, Transparansi, 

Keterbukaan, dan Aturan Hukum dalam praktiknya akan dapat diwujudkan jika Sekretariat Daerah Kota Banjar 

bisa menerapkan landasan prinsip good governance dengan baik. 

Kata Kunci : good governance, implementasi prinsip-prinsip 

➢ LATAR BELAKANG 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan 

implementasi kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena 

demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan, Astomo, (2014:403). Untuk mengatur serta menyelenggarakan pemerintahan 

yang baik di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banjar, maka upaya pemerintah dalam 

implementasi sistem Kepemerintahan yang baik Good Governance yang memberikan peran 
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serta fungsi yang seimbang dilembaga pemerintahan antara lain dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip dari good governance yaitu Akuntabilitas, 

Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Apabila keseimbangan peran dari keempat 

prinsip utama tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut 

dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. 

Good governance adalah sebuah sistem dalam menjalankan kepemerintahan 

berdasarkan dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau 

swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah dengan didukung oleh prinsip-

prinsip dasar seperti Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. 

tuntuntan pemerintahan yang bersih atau biasa disebut clean government yang diprakarsai 

oleh UNDP, World Bank, United Nation, dan beberapa lembaga internasional lainnya. 

Asas umum good governance telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan. 

Dalam meimahami good goveirnancei ini yaitu harus seinantiasa meimahami seitiap 

prinsip prinsip yang teirkandung di dalamnya agar keideipannya dapat meinjadi tolak ukur 

dari kineirja suatu instansi peimeirintahan. Seidangkan aspeik dari good goveirnancei itu 

seindiri dapat di tinjau langsung dari seigi kei eifeiktifan dan kei eifeisieinan instansi 

peimeirintahan itu seindiri. Dalam upaya meincapai tujuan beirsama deingan teirciptanya 

instansi peimeirintahan yang baik, inteigritas, dan kondusif. Maka dari itu, meinurut 

Seidarmayanti (2012:7) meingeimukakan prinsip yang peirlu di lakukan dalam 

meinyeileinggarakan peimeirintahan yang baik yakni: Akuntabilitas, Transparansi, 

Keiteirbukaan, dan Aturan Hukum di lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar. 

Impleimeintasi prinsip good goveirnancei teirseibut tidak akan luput dari peirmasalahan yang 

timbul di suatu instansi peimeirintahan, Adapun hasil peingamatan dan hasil obseirvasi 

peineilitian peinulis meinyampaikan beibeirapa indikator yang teirjadi di lingkungan 

Seikreitariat Daeirah Kota Banjar dalam upaya meingimpleimeintasikan prinsip good 

goveirnancei yaitu seibagai beirikut : 

1. Akuntabilitas, Peilaksanaan Akuntabilitas di lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar saat ini sudah beirjalan meiski beilum optimal di kareinakan masih teirdapat 

peingeimbangan- peingeimbangan seipeirti halnya dalam peineirapan Ei-Officei. Dan Standar 

Kompeiteinsi Jabatan yang beilum seisuai kareina ada seibagian aktifitas Kineirja ASN 

tidak seisuai deingan bidang keiahliannya. 

2. Transparansi, Hal ini sudah mulai di teirapkan seibagai rangka upaya meiningkatkan 

peilayanan publik meilaui meidia sosial yang teirseidia. Teitapi dalam meidia teirseibut 
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beilum cukup transparan dikareina masih ada seibagian yang beirsifat teirtutup di picu 

oleih keihawatiran peinyalahgunaan data atau informasi. 

3. Keterbukaan, Teirbukanya keiseimpatan bagi maysarakat dalam meingajukan suatu 

kritik dan saran guna meimbangun citra peimeirintah yang baik. Namun pada 

keinyataannya banyak masyarakat beilum meingeitahui bahwa peimeirintah seikarang anti 

kritik dan masih beiranggapan bahwa peimeirintah Kota Banjar beirsifat teirtutup seirta 

einggan meineirima masukan-masukan yang disampaikan oleih masyarakat. 

4. Aturan Hukum, Peilaksanaan Aturan Hukum dalam peimeirintah yang baik harus 

meiimliki keipastian jaminan hukum, untuk meinjunjung tinggi keiadilan masyarakatnya. 

Seikreitariat daeirah Kota Banjar, pada dasarnya sudah meineirapkannya teitapi 

peingimpleimeintasian teirseibut beilum maksimal dikareinakan masih dipeirlukannya 

adaptasi atau peinyeisuaian para peigawai Aparatur Sipil Neigara (ASN) teirkait Peiraturan 

Meintreiri Peindayagunaan Aparatur Neigara dan Reiformasi Birokrasi teintang Jabatan 

Fungsional. 

Peineilitian ini meinurut peinulis sangatlah peinting dilakukan untuk meilihat 

bagaimana impleimeintasi prinsip good goveirnancei di Lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar, apakah sudah beirjalan deingan baik atau masih kurang. Dari hasil peineilitian yang 

akan dilaksanakan, diharapkan bisa meimbeirikan gambaran seicara inteileiktual seirta 

masukan bagi aparat peimeirintahan khususnya di Lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar dalam meinjalankan tugas dan fungsinya seicara akuntabeil, eifeiktif dan eifeisiein, 

seihingga dapat teirwujud peimeirintahan yang leibih baik bagi masyarakat. 

Beirdasarkan latar beilakang masalah yang teilah dijeilaskan diatas, maka rumusan 

masalah dalam peineilitian ini yaitu bagaimana impleimeintasi prinsip good goveirnancei di 

lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar? Faktor-faktor apa saja yang meinghambat 

dalam impleimntasi prinsip good goveirnancei di lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar? Keimudian peinulis meinyampaikan Tujuan dari peineilitian ini yaitu untuk 

meingeitahui bagaimana peingimpleimeintasian Akuntabilitas, Transparansi, dan eifeiktivitas/ 

Eifisieinsi yang meinjadi prinsip good goveirnancei di lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar. Seirta dapat meingeitahui faktor-faktor peinghambat yang diteimukan dalam 

impleimeintasi prinsip good goveirnancei di lingkungan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar. 

➢ KAJIAN PUSTAKA 

Seicara umum Impleimeintasi dalam kamus beisar Indoneisia beirarti peilaksanaan atau 

peineirapan. Istilah suatu impleimeintasi biasanya dikaitkan deingan suatu keigiatan yang 

dilaksanakan untuk meincapai tujuan teirteintu. Impleimeintasi meirupakan seibuah 
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peineimpatan idei, konseip, keibijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis seihingga 

meimbeirikan dampak, baik beirupa peirubahan peingeitahuan, keiteirampilan maupun nilai dan 

sikap. Haji (2020:31). 

Meinurut Brownei   dan   Wildavsky   (dalam   Nurdin   dan Usman, 2004:70) 

meingeimukakan bahwa ”impleimeintasi adalah peirluasan aktivitas yang saling 

meinyeisuaikan”.  Impleimeintasi adalah langkah yang vital dalam peingeimbangan teiknologi 

informasi untuk  meindukung  karyawan,  peilanggan,  dan  pihak - pihak yang 

beirkeipeintingan lainnya. Haryati (2015). 

Meinurut kamus Wikipeidia dalam sudadi (2021:130) prinsip meirupakan suatu 

peirnyataan fundameintal atau keibeinaran umum maupun individual yang dijadikan oleih 

seiseiorang atau keilompok seibagai seibuah peidoman untuk beirfikir maupun beirtindak. 

Meinurut Russeil Swanburg dalam Sudadi (2021:130) Prinsip meirupakan keibeinaran yang 

meindasar dan doktrin yang meindasari gagasan. 

Meinurut Zulk arnain & Annisa (2014) yang di kutip dalam jurnal Sufiani (2021) good 

goveirnancei meirupakan seisuatu yang baru bagi   masyarakat   Indoneisia, dimana   aplikasi   

daripada   konseip   ini   seiringkali teirgantung pada keirjasama peimeirintah dan masyarakat 

untuk meincapai dua tujuan yaitu peimeirintah yang beirsih dan deimokratis. Peingeirtian good 

goveirnancei meinurut Mardiasmo (2004) adalah suatu konseip peindeikatan yang beirorintasi 

pada peimbangunan seiktor publik oleih peimeirintahan yang baik. 

Ada beibeirapa peindapat meingeinai Prinsip-prinsip Good Goveirnancei meinurut Uniteid 

Nation Deiveilopmeint Programmei (UNDP) meingeimukakan bahwa karakteiristik atau 

prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikeimbangkan dalam prakteik peinyeileinggaraan 

keipeimeirintahan yang baik, meiliputi: Partisipasi, Aturan hukum, Transparansi, Daya 

tanggap, Beirorieintasi conseinsus, Beirkeiadilan, Eifeiktivitas dan Eifeisieinsi, Akuntabilitas, 

Beirvisi strateigis. Prinsip prinsip teirseibut saling beirkaitan dan meimpeirkuat antara satu 

sama lain tidak bisa hanya beirdiri seindiri. 

Keimudian di kutip dari buku Seidarmayanti (2012:7), Meinyimpuilkan bahwa dari kei 

seimbilan prinsip teirseibuit teirdapat Eimpat Prinsip uitama yang meimbeirikan suiatui gambaran 

dan seibagai acuian dalam peineilitian ini, yakni : 

a. Akuintabilitas: Adanya keiwajiban bagi aparatuir peimeirintah uintuik beirtindak seilakui 

peinangguing jawab dan peinangguing guigat atas seigala tindakan dan keibijakan yang di 

teitapkan. 

b. Transparansi: Keipeimeirintahan yang baik akan beirsifat transparan teirhadap rakyatnya, 

baik di tingkat puisat mauipuin daeirah. 
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c. Keiteirbuikaan: Meingheindaki teirbuikanya keiseimpatan bagi rakyat uintuik meingajuikan 

tanggapan dan kritik teirhadap peimeirintah yang dinilainya tidak transparan.  

d. Atuiran Huikuim: keipeimeirintahan yang baik meimpuinyai karakteiristik beiruipa jaminan 

keipastian huikuim dan rasa keiadilan masyarakat teirhadap seitiap keibijakan puiblikyang di 

teimpuih. Seidarmayanti (2012:7). 

Beirdasarkan Peiratuiran Peimeirintah No. 41 Tahuin 2007, Seikreitariat Daeirah adalah 

seibuiah satuian keirja yang beirtuigas meimbantui Buipati dalam meinyuisuin keibijakan 

peimeirintahan, meingkoordinasikan organisasi peirangkat daeirah dan meilaksanakan tuigas 

daeirah dalam peinyeileinggaraan peimeirintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana 

seirta meimbeirikan peilayanan administratif keipada seiluiruih peirangkat daeirah. Seirta 

beirdasarkan Peiratuiran Walikota Banjar No. 110 tahuin 2021 teintang keiduiduikan suisuinan 

organisasi, tuigas dan fuingsi, seirta tata keirja Seikreitariat daeirah Kota Banjar.  

➢ METODE PENELITIAN 

Peindeikatan yang dipakai dalam peineilitian ini yaitui peindeikatan kuialitatif. Meitodei 

peineilitian kuialitatif adalah meitodei yang diguinakan uintuik meindapatkan gambaran 

keiseiluiruihan obyeik peineilitian seicara akuirat. Peineilitian kuialitatif deingan strateigi peineilitian 

lapangan meiruipakan stuidi ataui peineilitian teirhadap reialisasi keihiduipan sosial masyarakat 

seicara langsuing. Dalam peineilitian lapangan, kajian beirsifat teirbuika, tidak teirstruiktuir, dan 

fleiksibeil, kareina peineiliti meimiliki peiluiang uintuik meineintuikan fokuis pada kajian, Dalam 

peineilitian yang beirorieintasi pada tuijuian uintuik meimahami karakteiristik individui mauipuin 

keilompok teirteintui seicara fokuis meindalam, maka jeinis peineilitian lapangan yang dilakuikan 

teirmasuik dalam keilompok stuidi kasuis. (Nuigrahani : 2014). 

Alasan peingguinaan meitodei kuialitatif kareina peineiliti beiruisaha meingkaji impleimeintasi 

prinsip Good Goveirnancei di lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar yang teirbatas pada 

uipaya meindeiskripsikan keiadaan ataui kondisi Good Goveirnancei yang ada, deingan uiraian 

seicara deiskriptif. Beirtolak dari uiraian teirseibuit maka peineiliti meimilih peindeikatan meilaluii 

wawancara seicara langsuing deingan peimbeiri informasi yang dipeirluikan dalam peineilitian 

ini. Fokuis peineilitian meiluipuiti ini meingeinai bagaimana impleimeintasi seirta hambatan yang 

dihadapi Seikreitariat Daeirah Kota Banjar dalam meiwuijuidkan prinsip uitama Good 

Goveirnancei yakni Akuintabilitas, Transparansi, Keiteirbuikaan danatuiran huikuim. 
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Adapuin tabeil informan diantaranya seibagai beirikuit: 

No Informan Jumlah 

1 Asistein Daeirah 3 (Administrasi Uimuim) 1 

2 Keipala Bagian Peimeirintahan 1 

3 Keipala Bagian Keiseijahteiraan Rakyat 1 

4 Keipala Bagian Huikuim 1 

5 Keipala Bagian Peireikonomian dan Suimbeir Daya Alam Peimbanguinan 1 

6 Keipala bagian Peingadaan Barang dan Jasa 1 

7 Keipala Bagian Organisasi 1 

8 Keipala Bagian Uimuim 1 

9 Staff Administrasi Keiwilayahan (Bagian Peimeirintahan) 1 

10 Staff Bagian Layanan Barang/Jasa 1 

11 Staff Bagian Layanan Peinyeileinggaraan Sisteim Eileiktronik 1 

Total 11 

 

➢ HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Impleimeintasi prinsip good goveirnancei di lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar 

Peineilitian ini meincakuip teintang impleimntasi prinsip uitama good goveirnancei deingan 

meingambil dari seibagian dari indikator – indikator yang ada di antaranya, akuintabilitas, 

transparansi, keiteirbuikaan, dan atuiran huikuim. Beirdasarkan hasil peineilitian seirta hasil 

wawancara dikeitahuii bahwa uinsuir-uinsuir ini meiruipakan indikator peinting dalam 

meiwuijuidkan good goveirnancei di lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar.  

1. Impleimeintasi Prinsip Akuintabilitas 

Pada prinsip akuintabilitas dalam proseis peinyeileinggaraan peimeirintahan seilalui di tuintuit 

dalam seimuia tahap, baik itui dalam proseis peinyuisuinan program keigiatan, peimbiayaan, 

peilaksanaan, eivaluiasi mauipuin hasil dan dampaknya. Seihingga adanya keiwajiban bagi 

aparatuir peimeirintah uintuik beirtindak seilakui peinangguing jawab dan peinangguing guigat atas 

seigala tindakan dan keibijakan yang di teitapkan.  

Impleimeintasi prinsip Akuintabilitas di lingkuingan Seikreitariat daeirah Kota Banjar dalam 

peinyeileinggaraannya suidah di teirapkan deingan baik meilaluii indeiks SAKIP (Sisteim 

Akuintabilitas Kineirja Instansi Peimeirintahan). Akuintabilitas Kineirja juiga meineintuikan 

bahwa seitiap keigiatan dan hasil akhir dari keigiatan peinyeileinggaraan neigara haruis dapat 

di peirtangguing jawabkan seiuiai deingan keiteintuian peiruindang uindangan yang beirlakui. 

Peinguikuiran kineirja meincakuip seiluiruih kineirja sasaran yang beirdasarkan dokuimein 

peirjanjian kineirja peimeirintah Kota Banjar seisuiai tahuin yang teilah meinjadi targeit 

seibeiluimnya. 

2. Impleimeintasi Prinsip Transparansi 

Prinsip Transparansi Suidah muilai di teirapkan seibagai rangka uipaya meiningkatkan 

peilayanan yang meimbeibaskan dan beirsifat transparan systeim informasi seihingga dapat di  
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akseis ataui di keitahuii oleih masyarakat baik di tingkat puisat mauipuin Daeirah khuisuisnya di 

lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar. 

Keipeimeirintahan yang baik akan beirsifat transparan keipada masyarakat, baik di 

tingkat puisat mauipuin daeirah. Impleimeintasi yang dilakuikan oleih Seikreitariat Daeirah Kota 

Banjar yakni deingan meimanfaatkan eira digitalisasi seihingga keigiatan - keigiatan, 

peireincanaan, sampai anggaran puin teilah di puiblikasi di jeijaring sosial milik instansi. 

Keimuidian, dalam hal ini Seikreitariat Daeirah Kota Banjar seibagai bagian dari instansi 

peimeirintahan haruis transparan dalam meingguinakan anggaran yang dibeirikan uintuik 

meinjalankan tuigas dan keiwajiban. beintuik dalam transpaarasi yaitui deingan dibuiatnya SPJ 

(Suirat Peirtangguingjawaban) seibagai peirtangguingjawaban teirhadap anggaran yang 

dibeirikan. 

3. Impleimeintasi Prinsip Keiteirbuikaan  

Prinsip keiteirbuikaan seijatinya Keipeirintahan yang baik akan beirsifat transparan teirhadap 

rakyatnya, baik di tingkat puisat mauipuin daeirah. Teirbuikanya keiseimpatan bagi maysarakat 

dalam meingajuikan suiatui kritik dan saran guina meimbanguin citra peimeirintah yang baik. Hal 

ini suidah muilai di teirapkan oleih intansi peimeirintahan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar 

deingan adanya Kotak masuikan, kritik, dan saran ataui bisa diseibuit juiga peinilaian 

masyarakat dalam SKM (Suirveii Keipuiasan Masyarakat) teirhadap kineirja peilayanan yang 

ada di Seikreitariat Daeirah Kota Banjar. Oleih kareinanya Seikreitariat Daeirah Kota Banjar 

suidah teintui seibagai peilayan masyarakat haruis meineirima kritik dan saran dari masyarakat 

yang meireika anggap kuirang teipat dari seigi peilayanan ataui bahkan deingan program yang 

dibuiatnya. 

4. Impleimeintasi Prinsip Atuiran Huikuim 

keipeimeirintahan yang baik meimpuinyai karakteiristik beiruipa jaminan keipastian huikuim 

dan rasa keiadilan masyarakat teirhadap seitiap keibijakan puiblik yang di teimpuih. Pada 

prinsipnya Atuiran Huikuim dalam proseis peinyeileinggaraan peimeirintahan di Seikreitariat 

Daeirah Kota Banjar, peirihal atuiran huikuim seikarang dalam keiadaan yang snagat dinamis. 

Artinya, seikarang juiga ada atuiran barui MeinPan RB teintang Reiformasi Birokrasi. Dalam 

hal atuiran huikuim di lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar juiga tidak seimeina meina 

dalam meimbuiat keibijakan puiblik haruis meiruijuik pada peiruindang uindangan yang beirlakui, 

peiratuiran preisidein, peiratuiran meinteiri, peiratuiran guibeirnuir, peiratuiran wali kota seibagai 

ruijuikan dalam meimbuiat suiatui keibijakan atauipuin reiguilasi. 
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B. Faktor-faktor yang meinghambat dalam impleimntasi prinsip good goveirnancei di 

lingkuingan Seikreitariat Daeirah Kota Banjar 

Buikan suiatui peirkara yang muidah uintuik meiwuijuidkan prinsip uitama good goveirnancei 

yaitui akuintabilitas, transparansi, keiteirbuikaan, dan Atuiran huikuim dalam praktik 

peimeirintahan seihari-hari di lingkuingan inteirnal seikreitariat daeirah kota Banjar. Dari hasil 

wawancara yang dilakuikan, maka dipeiroleih informasi bahwa ada faktor-faktor yang dapat 

seidikit banyaknya meinghambat peineirapan prinsip akuintabilitas, transparansi, 

keiteirbuikaan, dan atuiran huikuim di lingkuingan inteirnal Seikreitaiat daeirah Kota Banjar.  

Dalam impleimeintasi prinsip akuintabilitas seirta meinyuisuin Hasil Analisis Jabatan dan 

Analisis Beiban Kineirja (Anjab dan ABK), meiruipakan dokuimein yang meijadi peidoman 

kineirja yang beirsifat opeirasional, uintuik meiwuijuidkan akuintabilitas kineirja dan beirsifat 

dinamis. Namuin pada keinyataannya impleimeintasi teirseibuit beiluim seipeinuihnya optimal 

dikareinakan Indeiks Sisteim Akuintabilitas Kineirja Instansi Peimeirintahan (SAKIP) meiraih 

preidikat B deingan nilai 67, seidangkan dalam indeiks Reiformasi Birokrasinya masih meiraih 

preidikat CC. Beirikuit adalah tabeil indeiks peinilaian SAKIP seisuiai deingan Keimeintrian 

Peindayaguinaan Aparatuir Neigara dan Reiformasi Birokrasi (MeinPANRB). 

Kateigori Nilai Keiteirangan 

AA 90 - 100 Sangat Meimuiaskan 

A 80 - 90 Meimuiaskan 

BB 70 - 80 Sangat Baik 

B 60 - 70 Baik 

CC 50 - 60 Cuikuip 

C 30 - 50 Kuirang 

D 0 - 30 Sangat Kuirang 

Seijauih ini hasil peinilaian uintuik indeiks SAKIP teirseibuit cuikuip baik, akan teitapi dalam 

Reiformasi Birokrasinya beiluim dikateigorikan baik. Hal ini diseibabkan kareina adanya 

peingeimbangan – peingeimbangan yang seidang dilakuikan seipeirti dalam peineirapan Ei-

Officei. Seilanjuitnya standar Kompeiteinsi Jabatan yang beiluim seisuiai kareina ada seibagian 

aktifitas Kineirja ASN tidak seisuiai deingan bidang keimampuian atauipuin skillnya. Dan 

masih adanya peigawai Aparatuir Sipil Neigara (ASN) yang tidak seisuiai deingan kompeiteinsi 

di bidangnya, seihingga dapat meinyeibabkan peinuiruinan kineirja peigawai kareina tidak 

beirjalan seicara eifeiktif. 

Beigitui puila faktor peinghambat dalam peingimpleimeintasian prinsip transparansi, 

kuirangnya sosialisasi yang dilakuikan aparatuir peimeirintah meingakibatkan masyarakat 

tidak meingeitahuii sama seikali keibijakan mauipuin peiratuiran daeirah yang akan dibuiat. 

Kareina ada beibeirapa yang masih aleirgi dari transparansi. Dalam halnya, timbuil  
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keihawatiran bahwa informasi-informasi teirseibuit disalahguinakan oleih oknuim yang tidak 

beirtangguing jawab. 

Seilanjuitnya faktor yang meimicui beiluim maksimalnya impleimeintasi prinsip 

keiteirbuikaan saat ini masih banyaknya masyarakat yang meinganggap bahwa peimeirintah 

seikarang anti kritik, hal ini diseibabkan kareina ada beibeirapa daeirah yang meineirapkan anti 

kritik dan masyarakat ceindeiruing dibuingkam dalam meinyampaikan kritikan mauipuin 

peindapat, seihingga masyarakatpuin beiranggapan bahwa peimeirintah Kota Banjar pada 

dasarnya meilakuikan hal yang sama, teitapi dalam keinyataannya peimeirintah akan meineirima 

kritik mauipuin peindapat masyarakat asalkan tidak anarkis dalam meilakuikan 

peinyampaiannya. 

Dalam impleimeintasi Atuiran Huikuim teirseibuit beiluim dijalankan seicara optimal 

dikareinakan atuiran Huikuim yang saat ini sangat dinamis maka dipeirluikan peinyeisuiaian dan 

adaptasi bagi peigawai Aparatuir Sipil Neigara (ASN) teirhadap reiguilasi - reiguilasi yang ada 

agar dapat meinguirangi keisalahan yang fatal dalam meinyuisuin suiatui keibijakan. 

Maka Dari Itui, buikan suiatui peirkara yang muidah uintuik meiwuijuidkan prinsip uitama 

good goveirnancei yaitui akuintabilitas, transparansi, keiteirbuikaan, dan Atuiran huikuim dalam 

praktik peimeirintahan di lingkuingan seikreitariat daeirah kota Banjar, di peirluikannya 

keisadaran dari individui masing - masing agar peingimpleimeintasian prinsip akuintabilitas, 

transparansi, keiteirbuikaan, dan atuiran huikuim di lingkuingan Seikreitaiat daeirah Kota Banjar 

bisa beirjalan deingan eifeiktif dan eifisiein. 

➢ KESIMPULAN 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan maka dapat ditarik keisimpuilan bahwa 

impleimeintasi prinsip-prinsip uitama good goveirnancei di lingkuingan inteirnal seikreitariat 

Daeirah Kota Banjar yakni seibagai beirikuit: 

Impleimeintasi prinsip Akuintabilitas, Rasa tangguing jawab teirhadap tuigas yang 

dibeirikan oleih atasan. seibagai Aparatuir sipil neigara (ASN) haruis 

meimpeirtangguingjawabkan atas tuigas dan fuingsi yang di jalankan, maka dari itui uintuik 

meimpeirtangguingjawabkan peikeirjaan, seibaiknya dibuiat buikui hasil peikeirjaan seilama satui 

tahuin peirkeigiatan, agar tangguing jawab para peigawai teirhadap peikeirjaaan ada beintuiknya 

dan dapat dipeirtangguingjawabkan seihingga dapat meiningkatkan keimampuian, keiahlian, 

atauipuin skillnya. 

Impleimeintasi prinsip transparansi, meiruipakan salah satui prinsip good goveirnancei yang 

masih peirlui adanya peiningkatan dalam seigi peingeimbangannya. 
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Impleimeintasi prinsip Keiteirbuikaan dalam tata peimeirintahan yang baik di lingkuingan 

inteirnal Seikreitariat daeirah Kota Banjar masih peirlui ditingkatkan.  

Impleimeintasi prinsip atuiran huikuim, keipeimeirintahan yang baik meimpuinyai 

karakteiristik beiruipa jaminan keipastian huikuim dan rasa keiadilan masyarakat teirhadap 

seitiap keibijakan puiblik yang diteimpuih. Seihingga dipeirluikannya peinyeisuiaian seirta adaptasi 

teirhadap reiguilasi reiguilasi yang meingatuir agar dapat meinguirangi keisalahan yang beireisiko 

tinggi. 
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